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BAB III 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 

Perusahaan Pengangkutan dalam angkutan publik di Daerah Istimewa 

Yogyakarta diwajibkan untuk memberikan fasilitas didalam alat atau moda 

angkutannya khusus bagi para Penyandang Disabilitas baik didalam alat atau moda 

angkutannya maupun ketika para Penyandang Disabilitas tersebut naik dan turun 

dari alat atau moda angkutan umum. Apabila pengangkut tidak memberikan 

fasilitas kepada para Penyandang Disabilitas, maka pengangkut harus 

bertanggungjawab atas peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi Penyandang 

Disabilitas. Tanggungjawab yang dibebankan kepada pengangkut dalam angkutan 

darat yaitu tanggungjawab atas dasar kesalahan. Bahwa ketersediaan fasilitas alat 

moda transportasi publik, pengangkut harus berbuat. Prakteknya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan masih sulit dilaksanakan karena masalah ketersediaan dana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kecukupan dana bagi para 

Perusahaan Pengangkutan. 

 

B. Saran  

 

Adapun saran penulis yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan tulisan 

terkait tanggungjawab Perusahaan Pengangkutan yang diwajibkan dalam 

penyelenggaraan alat atau moda transportasi publik adalah Perlunya peran 
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pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengevaluasi dan mengawasi 

ketersediaan akses transportasi publik terhadap Perusahaan Pengangkutan. Dan 

sosialisasi hak Penyandang Disabilitas bagi Perusahaan Pengangkut untuk 

mempertimbangkan kedudukan Penyandang Disabilitas dalam ketersedian fasilitas 

alat atau moda angkut bus umum agar mendapat kenyamanan, keselamatan, dan 

keterjangkauan selama naik dan turun dari alat atau moda angkutan darat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  
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